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Mengingat

BUPATI CIANJUI\
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR l!.7reuuN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNNN PBNATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAf TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

:bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal32ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2Ol4 tentang Pedoman Peraturan di Desa perlu menetapkan

PeraturanBupatitentangTataCaraPenyusunanPeraturan
di Desa;

:1.Undang-UndangNomor14Tahun1950tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propi"nsi Jawa Barat (Berita NeSLa

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana t"li!
diubah dengan Undang-Und'ang Nomor 4 Tahun 1968

tentang PJmbentukan Kabupaten Purwakarta dan

KabupatenSubangd'enganMeng-ubahUndang-Undang
Nornor 14 Ta.hun 1g501entang Pemtrentukan Daerah-

claerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 'Jawa

Barat(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 285 1) ;

2,Undang-Und'angNomor6Tahun2ot4tentangDesa
(Lembaran Ne[ara Republik Indon-esia Tahun 2014

Nomor.7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); '

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074
' .tentang Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara

RepuUiit< Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor55ST)
-.u"g"i-ana"telahdi,bu.r'beberapakaliterakhir
dengan UnclanglUndang Nomor gTahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Ata"s Undang-Undang Nomor 23

Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran
Negara-Republik iidonesia Tahqn 2015 Nomor 58'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);



Menetapkan:

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2ol4 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentangDesa(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2015Nomorl5T,TambalranLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2Ol4 tentang Pedoman Peraturan Di Desa (Berita

Negara Repuu-1ik Indonesia Tahrin 2014 Nomor 2O9l);

MEMUTUSKAN:

PETTATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENYUSUNAN PEfrATIJRAN DI DESA,

BAB I

KE]ENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur'

2. pemerintah Daerah aclalah kepaia daerah sebagai unsur

penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaan
urusan pemerintahan yang meniadi kewenangan daerah otonom'

3. BuPati adalah BuPati Cianjur'

4. Desa ad.alah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayahyangberwenanguntukmengatrrrdanmengurusurusan
perner:intahai, kepentingir, *o"=yarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, danTatau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia clan berada di Daerah'

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia'

urusan pemerintahan
sistem pemerintahan

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya m"erupakar, wakil rlari penduduk Desa berdasarkan

keierwakilan wilayu.f, dr.t ditetapkan secara demokratis'

B. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi peraturan

de sa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa'

g. Peraturan Desa adalah peraturan perundaRg-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

BPD.
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i0. peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan

oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur'

1 1. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala

desa dan bersifat mengatur'

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit'
individual, dan final.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan yang

memuat poktk-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun

kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa

L4. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa daiam

lembaran desa atau berita dg."t'

15. Evaluasi adaiah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan

Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan

umum , d,anfatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

16. Klarifikasi adalah pengkajian dafr penilaian terhadap peraturan di

Desa untuk mengeiahui bertentangan dengan kepentingan umum,

d,anlatauperaturanperundarrg-und.anganyanglebihtinggi.

17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan

yang menyebabkan i".gr".rggrrry^ kerukunan antar warga masyarakat,

terganggunyaaksesterhadappelayananpublik'terganggunya
ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat danlatau diskriminasi

terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender'

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Desa.
BAB II

JENISDANMATERIMUATANPERATURANDIDESA
Pasal 2

.Jenis Peraturan di Desa meliPuti:

1. Peraturan Desa;

2. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

3. Peraturan KePala Desa.

Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaim arra dimaksud dalam Pasal 2 dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum danlatau ketentuan peraturan

perund.ang-undangan yang lebih tinggi' !

Pasal 4

(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurr-rf a berisi

materi petraksanaan kew*u,.grt Desa dan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi'

(2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf b berisi materi kerja sama desa'

(3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud d'alam Pasal 2 huruf c

berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peratu'ran Bersama Kepala

Desa dan tindak ianjut dari peraturan perund'ang-undangan yang lebih
+.1- ^-i



4

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh

Kepala Desa aan gpo dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa'

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya

di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa danlatau

BPD untukrencana penylrsunan rancangan Peraturan Desa'

Bigian Kedua .

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

,.Pasal 6

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah

Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib

d.ikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan

kepada camat untuk mendapatkan masukan

(3) Rancangan Peraturan Desa yang d,ikonsultasikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diutamakan kepadl masyarakat atau kelompok masyarakat

yrt g terkait ir-.tg*r.tg dengan substansi materi pengaturan'

(4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) digunakln Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses

penyusunan rancangan Peraturan Desa'

(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana

dimaksud pada a)rat (3) aisinpait<an Kepala Desa kepada BPD

untuk ciibahas dan disepakati bersama'

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa'

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali

untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka

menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa, ,u-..tr-rgu.., Peraturan Desa tentang APBDesa dan

rancan gan Peraturan D e sa 
"te 

ntan g laporan pertanggun gj awaban re alisasi

pelaksanaan APBDesa'

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diusuikan oleh anggota FPb kepada pimpinan BPD untuk

ditetapkansebagairancanganPeraturanDesausulanBPD.
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Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

(1) BPD mengundang KePala
menyepakati rancangan Peraturan

De sa untuk membahas dan
Desa.

yang belum dibahas dapat ditarik kembali

dibahas tidak daPat ditarik
antara Pemerintah Desa dan

(2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa

dan usulan BPD mengenar hal yang sama untuk dibahas dalam waktu

pembahasan yang sama, maka aiar"n.rtr-,kan rancangan Peraturan Desa

usUlan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa

digr-lnakan sebagai bahan untuk dipersandingkan'

.. Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Desa

oleh pengusul'

(2)

(1)

Rancangan Peraturan Desa yanq , telah
kembali kecuali atas kesepakatan bersama

BPD' 
Pasal 1o

Rancangan Peraturan Desa

disampaikan oleh PimPinan BPD

menjadi Peraturan Desa Paling
tanggal kesePakatan.

(1) Rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud Pada
Desa untuk diundangkan'

yang telah disePakati 
-. 

bersama
kepada Kepala Desa untuk ditetapkan
tambat 7 (iujuh) hari terhitung sejak

yang telah dibubuhi tanda tangan
ayat jf) disampaikan kepada Sekretaris

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangein

pu.il.rg lambat 15 (lima be-las) hari terhitung sejak diterimanya rancangan

i'eraturan Desa dari PimPinan BPD'

Bagian KeemPat

PenetaPan

Pasal 1 1

(2) Dalam ha1 Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut

wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi

Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 12

(1) sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalarn lembaran Desa'

(2)PeraturanDesad.inyatakanmulaiberlakudanmempunyai
kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan '
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(1)

(2)

(1)

(2\

(3)

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 13

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak

penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan

ir.rrar.rrg".r peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa,

hingga pengundangan Peraturan Desa'

penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk memberikan informasi d.anlatau memperoleh masukan

masyarakat dan para pemangku kepentingan'

EVALuAsT DAN r<r^J,i[X., ,"*oruRAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 14

Rancangan peraturan Desa terltang APRDes.a, pungutan, !?t. n-rang, dan

organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh

r<epafa Desa dan BPD, disampailian oleh Kepala Desa kepada Bupati

uniuk dievaluasi'
penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati

bersama oleh KePala Desa dan BPD

Bupati melimpahkan kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa

teniang APBDesa sebagaimana ayat (1) kepada camat'

selain pelimpahan kewenangan kepada camat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3); Bupati dapat mimbentuk tim evaluasi rancangan Peraturan

Desa.

Ketentuan mengenai pembentttkan, Stlsl-lnan keanggotaan, Serta tugas dan

fungsi tim evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud

p"a"" ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 15

(1) Hasil evaiuasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal t4 ayat (1) disimpaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan

Peraturan De sa tersebut.

(2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku

dengan sendirinya menjadi Peraturan Desa'

Pasal 16

(4)

(s)

(1)

(2)

Kepaia Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana

climaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak

d.iterimanYa hasil evaluasi'

KepalaDesadapatmengundang-B|Duntukmemperbaiki
rancangan peratura., D"r. seba[aimana dimaksud pada ayat (1)'
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(1)

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tetap menetapkan

rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan

Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati'

Paragraf.2

Klarifikasi

Pasal 18

peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan ol"! Kepala DesS

kepada Bupati 
-melalui Camat p.littg lambat 7 (tujuh) hari sejak

diundangkan.

Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa .paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak diterima.

Dalam melakukan klarifikasi Peraluran Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati dapat membentluk tim klarifikasi Peraturan Desa.

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, serta tugas dan

irr..g*l tim klarifikasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud

padl ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 19

(2)

(3)

(4)

(1) Hasil klarifikasi
dapat beruPa:

sebagaimana dimaksucl dalam pasal 1B ayat (1)

a. hasil klarifikasi
umum, dan latau
lebih tinggi; atau

b. hasil klarifikasi
umr-tm dan latau
lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan tlmum,

d,an latau ketentuan peraturan p.rrr.idu.trg-r.tdu".gat yang lebih tinggi'

Bupati menerbitkan surat rrasit kiarifikasi yang berisi hasil klarifikasi

yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertentangan dengan kepentingan umum, danlatau ketentuan

peraturan perlfndang-rrrdrrrg.., yu,.tg lebih tinggi, Bupati membatalkan

Feraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

(1) perencanaan penyusunan- rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa

ditetapkan beisama oleh dua lfupa1a Desa atau lebih dalam rangka kerja

sama antar-Desa'

(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa

sebagaimr".r. di*Lksud pada .y.i 1t; ditetapkan setelah mendapatkan

rekomend"asi dari musyawarah Desa

yang sudah sesuai dengan kepentingan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang

yang bertentangan dengan kepentingan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Bagian Kedua

Penyusunan
Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh

Kepala Desa Pemrakarsa.
Pasal 23

(1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun,\ / 
wajib Jikonsultasikan kepada masyarakat setiap Desa dan dapat

dikonsultasikan kepada setiap camat untuk mendapatkan masukan'

(2) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada
\ / 

ayat (1) digunakan Kepala De'sa untuk tindak lanjut proses penyusunan

,"rr"a.rgun Peraturan Bersama Kepala Desa'

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetaparr, dan Pengundangan

Pasal 24

pembahasan rancangan Peraturu-r{ B.r"ama Kepala Desa dilakukan oleh 2

(dua) Kepala Desa atau lebih.
Pasal 25

(1) Kepala Desa yang melakukan kerja saina antarDesa

menetapkan rancangan Peraturan Desa d"engan membubuhkan tanda

tangan paling lambaI 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan

bersama.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi

tandatangan sebagaimana dimaksud pad"a ayat (1) diundangkan dalam

Berita Desa oieh Sekretaris Desa setiap Desa'

(3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak

ianggat diundangkan dalam Berita Desa pada setiap Desa.

Bag;.an KeemPat

Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat

setia' Desa' 
BAB vl

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh

KePala Desa.

(2)MaterimuatanPe-raturanKepalaDesameliputimateri
pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang

iebih tinggi I

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Qesa oleh sekretaris

Desa.
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BAB VIi

PEMBIAYAAN

Pasal 29

pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII

PARTIS IPASI MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan danlatau tertulis
dalam pembentukan Peraturan Desa'

(2) Masukan secara lisan dan/'atau tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) daPat dilakukan melalui:

a. rapat dengar PendaPat umum;

b. sosialisasi; danlatau t

c. seminar, lokakarya, danf atau diskusi'

(3) Masyarakat sebagaimana diriaksud pada ayat (1) merupakan orang

perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan

atas substansi rancangan Peraturan Desa'

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara

lisan danlatau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap

rancangan Peraturan Desa li".rt dapat diakses dengan mudah oleh

masYarakat' 
BAB vlx

KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 31

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa "l!Yk 
pelaksanaan

peraturan Desa, peraturan p"rr.,dr-.tg-undangan yalq lebih tinggi, dan

dalam rangkapela-ksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan'

Pasal 32

(1) Penulisan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan\ / 
menggunakan jenis huruf Bookman old stgle dengan huruf 12'

(2) Penomoran Peraturan Desa menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran Keputusan Kepala Desa menggunakan nomor kode

klasifikasi.
Pasal 33

Ketentuan mengenai teknik perumusan Peraturan Desa dan Keputusan

Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang

Pe mbentukan Pe raturan Pe rundan g*undan gan'

Pasal 34

(1) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

tercantum dalam Lampiran. I" yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
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(2) Ketentuan mengenai bentuk berita acara kesepakatan bersama Kepala
Desa dan BPD tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan
Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Ketentuan mengenai bentuk register Peraturan Desa, dan Keputusan
Kepala Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-tahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cianjur. t

Ditetaokan di Cianrur
pada tanggal t! ltat t0tg

{,fij.I

SANA TUGAS
CIANJUR,

N SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

//;ad"a 
tanggal

{SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR TAHUN 2OI9



A.

LAMPIRAN I PtrRATURAN BUPATI CIAN.]UR
N0M0R : 17 Tmhun S019
TT'NTANG : TATA CARA PENY USUNAN
PERATURAN DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

BENTUK PERATURAN Di DESA
I. BENTUK PERATURAN DESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAF{UN ...

Meninbang

A4engingat

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ...(Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ...( Nama Peraturan Desa).



2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Pasal...

BAB III

Pasal...

BAB ...

Pasal ...

BAB...
KE*IENTUAN PENUTUP

Pa{al ...

Peraturan Desa ini mulai berla|<U pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
...(Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal...
SEKRETARIS DESA ...(Narya Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

. LEMBARAN DESA ...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... .
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II. BtrNTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN BtrRSAMA KEPALA DESA ...(Nama Desa)

DAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ....

NOMOR ... TAHUN ...

rdlremc
(Narna Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ...(Nama Desa),

Meninbang :d.
e.
f.

:4.
5.
6.

dst... .;

Mengingat

;;i ;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Desa) DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
...(Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KE*IENTUAN UMUM

Pasal 1

Bersama ini yang dimaksud dengan:

...(Nama
TENTANG

Dalam Peraturan

BAB II
Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pasal ..

8.A8"... Pasal ..

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN fiika diperiukan)



+

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4gut setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
...(Nama Desa) dan Berita Desa ...(Nama Desa)

KEPALA DESA ...(Nama Desa),..

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ..

SEKRETARIS DESA...(Nama Desa),

(nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA ...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



M. BBNTUK PERATURAN

5

KEPALA DESA

Meninbang

Mengingat

Menetapkan

KEPALA DESA ...(Nama Desa)
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

" a. ...........;
b.
c. dst....; 

"""""""'

: 1. ...........;
2.
3. dst....;

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG

(NamaPeraturan Kepala Desa).

BAB i
KE*IENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pasal,.

BAB...
Pasal,..

BAB .

KE"IENTUAN PERALIHAN fi ika diperlukan)

Dalam



F:'.i
6

BAB ."

KEIENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diund,angkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa...(Nama
Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

I
;,

t.' (Nama Tanpa Gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRE*IARIS DESA ... (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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B. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA

KABUPATEN CIANJUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)

NOMOR...TAHUN...

TENTANG
(Nama Keputusan Kepala De-sa)

KEPALA DESA ...(Nama Desa),
I

Meninbang

Mengrngat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA
KBEMPAT

dst....;

dst....; fiika diperlukan)

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG.....

dst.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....
pada tanggal
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Ditetapkan di C65n;p51 *BlS
pada tanggal

NA TUGAS

HERMAN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 17 Tahun ?0t9
TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

BENTUK BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD

BERITA ACARA
NOMOR
NOMOR

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD

DESA ...(Nama Desa) KECAMATAN ...(Nama Kecamatan)

TENTANG

PERSUIUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA ...(Nama
Desa) TENTANG ...(Judul Peraturan Desa) UNTUK DITETAPKAN MENJADI

PERATURAN DESA

Pada hari ini, ...(Nama Hari) tanggal ...(diisi dengan huruf, bukan angka)
bulan ...(Nama Bulan) tahun (diisi dengan huruf, bukan angka), yang
bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama ... (Nama Kepala Desa)
Kepala Desa ...(Nama Desa), dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa ...(Nama Desa) yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

... (Nama Ketua BPD)

Ketua BPD ...(Nama Desa).

...(Nama Wakil Ketua BPD)

Wakil Ketua BPD ...(Nama Desa).
...(Nama Sekretaris BPD)

Sekretaris BPD ,..(Nama Desa).

dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama BPD ...(Nama

Desa) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2. I{ama

Nama

Nama



Dasar : Keputusan BPD ...(Nama Desa) Nomor : ..... tentang
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa ...(Nama
Desa) tentang ,..(Judul Peraturan Desa) Untuk Ditetapkan
Meniadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk men
andatangani Berita Acara t_entang persetujuan penetapan
rancangan Peraturan Desa ...(Nama Desa) tentang ...(Judul
Peraturan Desa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan
Peraturan Desa ... (Nama Desa) tentang ...(Judul Peraturan Desa).

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama inirditandatangani oleh PIHAK KESATU
dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani
oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan
sebagaimana me stinya.

PIHAK KESATU
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

(Nama Kepala Desa)

WAKIL KE*IUA BPD ...(Nama Desa),

(Nama Wakil Ketua BPD)

STKRBIARIS BPD ...(Nama Desa),

(Nama Sekretaris BPD)

Desa ...... 2O..

PIHAK KEDUA
KE*IUA BPD ... (Nama Desa),

(Nama Ketua BPD)

Ditetapkan di Qignla;E
da tanggal

ANA TUGAS
CIANJUR,

SUHERMAN

t*rs
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